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BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 2] TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH

KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (6)

Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah dan dengan memperhatikan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang

Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh

Kabupaten Dharmasraya;

1.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4431);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Pengelolaan Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85
Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2014
tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Sungai
Dareh Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten
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Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 10);
Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2019

tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah
Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA

®

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut
rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai
Dareh milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD).

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas
sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan
di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien atau
penjamin pasien.

Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah
pendapatan yang dipungut berasal dari Tarif Rumah Sakit
Umum Daerah dan atau dari pembayaran klaim pelayanan

kesehatan kepada penjamin.
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Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang
memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi
tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh
Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja
Sama.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang
dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan
pihak ketiga.

Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional
pelayanan  yang  diberikan Rumah  Sakit tanpa
memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai.
Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap
termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit.
Bahan habis pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan
lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat
pelaksanaan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan
dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan.
Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan,
bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan
langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan,
perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan
lainnya.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah
sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan,
obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan
habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam

rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
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Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh
rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis
Keperawatan, paramedis non Keperawatan, pelaksana
teknis dan manajemen.

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan
kesehatan untuk menunjang/menegakkan diagnosa
menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik
dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara,
ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa
psikoterapi.

Ruangan perawatan khusus (High Care Unit/HCU) adalah
ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan
perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu
pernafasan mekanik (ventilator).

Tindakan medik One Day Surgery” adalah tindakan medik
operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa
anestesi umum.

Aparat Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri
Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada RSUD.

Pegawai PTT adalah pegawai yang berstatus tidak tetap
dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari APBD
Kabupaten Dharmasraya dengan standar besaran gaji
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus tidak tetap
dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari pendapatan
operasional RSUD dengan standar besaran gaji mengikuti
ketentuan besaran gaji pegawai PTT.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan
melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya
sebagai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).

Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif
berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan

kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman dalam melakukan pungutan jasa pelayanan
kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap Kelas I, Rawat Inap Kelas

II, Rawat Inap Kelas Il dan Rawat Inap VIP Paviliun.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menetapkan
besaran tarif Rumah Sakit yang berdasarkan komponen biaya

satuan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi.

BAB III
NAMA, OBYEK TARIF DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4
Setiap pelayanan kesehatan di RSUD dipungut tarif dengan
nama Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 5
Obyek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan

kesehatan dan pelayanan administrasi di RSUD.

Pasal 6
Subyek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7
Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di
Rumah Sakit dikenakan tarif Rumah Sakit.
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Bagian Kedua

Kegiatan Pelayanan

Pasal 8
Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan
berdasarkan
a. tempat pelayanan; dan
b. jenis pelayanan.
Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. pelayanan rawat jalan;
b. pelayanan rawat inap; dan
c. pelayanan rawat darurat.
Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a terdiri atas :
a. poliklinik;
b. kamar operasi; dan
c. kamar tindakan.
Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b meliputi :
a. ruang perawatan;
b. kamar operasi;
c. kamar bersalin; dan
d. rawat khusus isolasi.
Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merupakan instalasi rawat darurat.
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri atas:
a. pelayanan medis; dan

b. pelayanan penunjang medis.

Pasal 9
Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (6) huruf a meliputi:
a. pemeriksaan dan konsultasi;
b. visite dan konsultasi;
c. tindakan medis operatif (TMO);
d. tindakan medis non operatif (TMNO);
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(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

e. tindakan persalinan;

f. medical check-up (MCU); dan

g. pelayanan medicolegal.

Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang
dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.

Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di
rawat inap, rawat khusus dan rawat intensif.

Tindakan Medis Operatif (TMO) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan tindakan pembedahan
yang menggunakan pembiusan umum, regional atau
pembiusan lokal di kamar operasi yang meliputi:

a. tindakan medis operatif (TMO) kecil,

b. tindakan medis operatif (TMO) sedang;

c. tindakan medis operatif (TMO) besar; dan

d. tindakan medis operatif (TMO) khusus.

Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis
tanpa pembedahan yang meliputi:

a. tindakan medis non operatif (TMNO) kecil,

b. tindakan medis non operatif (TMNO) sedang;

c. tindakan medis non operatif (TMNO) besar; dan

d. tindakan medis non operatif (TMNO) khusus.

Jenis tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e meliputi:

a. persalinan normal,

b. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan

c. pelayanan bayi baru lahir.

Jenis pelayanan medical check-up (MCU) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

a. medical check-up (MCU) paket sederhana;

b. medical check-up (MCU) paket sedang;

c. medical check-up (MCU) paket lengkap; dan

d. medical check-up non paket berdasarkan kebutuhan.
Jenis pelayanan medicolegal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g meliputi:

a. visum et repertum kecelakaan lalu lintas;
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(2)

b. visum et repertum kekerasan fisik;

c. visum et repertum kekerasan sexual;

d. administrasi kelengkapan asuransi; dan

e. surat keterangan medis lainnya.

Jenis tindakan medis operatif (TMO), tindakan medis non
operatif (TMNO) dan tindakan persalinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d dan huruf e serta
pengelompokan tingkatannya ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Direktur berdasarkan rekomendasi
Komite Medik.

Pasal 10
Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (6) huruf b merupakan pelayanan untuk
penunjang pelayanan medis.
Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
pelayanan laboratorium;
pelayanan unit transfusi darah (UTD);
pelayanan radiodiagnostik;
pelayanan diagnostik elektromedik;
pelayanan rehabilitasi medis;
pelayanan farmasi;

pelayanan gizi;
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pelayanan laundry dan sterilisasi;

[

pemulasaraan jenazah;

pelayanan ambulance; dan

wt—a.

pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan
direktur berdasarkan pengembangan layanan Rumah
Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

(1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. pemeriksaan patologi klinik (PK); dan

b. pemeriksaan mikrobiologi klinik.

(2) Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelayanan kantong darah; dan
b. pelayanan tindakan pemeriksaan darah.
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(4)
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(7)

(8)

(10)

Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. pemeriksaan modalitas X-Ray;

b. pemeriksaan modalitas Ultrasound (USG); dan

c. pemeriksaan radiodiagnostik lainnya.

Pelayanan diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan Pemeriksaan

Elektromedik.

Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. pelayanan fisioterapi;

b. terapi wicara; dan

c. pelayanan rehabilitasi medis lainnya yang ditetapkan
direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD.

Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) huruf f terdiri atas:

pelayanan produk farmasi;

pelayanan farmasi klinis;

asuhan farmasi bagi pasien rawat inap;

konseling farmasi bagi pasien rawat jalan; dan
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pelayanan telaah resep bagi pasien rawat jalan.
Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf g terdiri atas:

a. pelayanan produk gizi (diet);

b. pelayanan gizi klinis yang terdiri atas:

c. asuhan gizi bagi pasien rawat inap; dan

d. konseling atau Konsultasi Gizi bagi pasien rawat jalan.
Pelayanan laundry dan sterilisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h terdiri atas:

a. pelayanan laundry bahan linen;

b. pelayanan sterilisasi bahan linen; dan

c. pelayanan sterilisasi alat kesehatan.

Pelayanan Pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri atas:

a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah; dan

b. pelayanan lainnya.

Pelayanan Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) huruf j terdiri atas:

a. pelayanan ambulance rujukan;

b. pelayanan ambulance penjemputan;

c. pelayanan ambulance pulang; dan

d. pelayanan mobil jenazah.
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Bagian Ketiga
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 12
Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif rumah sakit
terdiri atas:
a. kegiatan diklat dan studi banding;
b. sewa lahan usaha; dan
c. pengelolaan limbah medis.
Direktur rumah sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non
pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BABV
KOMPONEN TARIF

Pasal 13
Tarif kegiatan pelayanan untuk jenis pelayanan medis dan
pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (6) huruf a dan huruf b meliputi komponen:
a. jasa sarana (JS); dan
b. jasa pelayanan (JP).
Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh rumah
sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-
obatan, bahan atau alat kesehatan habis pakai yang
digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan
pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan
biaya investasi.
Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh
pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada
pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan
penunjang medis dan atau pelayanan lainnya.
Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:
a. jasa medis;

b. jasa Keperawatan,;
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(6)

c. jasa tenaga kesehatan; dan;

d. jasa tenaga lainnya.

Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan

pelayanan medis.

Proporsi Jasa Sarana (JS) dan Jasa Pelayanan (JP) terhadap

tarif diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan

mempertimbangkan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
pengaturan proporsi belanja pegawai dan belanja barang
/ jasa;

b. kaidah normatif pada layanan tertentu yang
memanfaatkan modalitas alat atau yang memerlukan
human skill tinggi; dan

c. kondisi keuangan rumah sakit.

Pasal 14

Besaran jasa pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas

perawatan.

(1)

BAB VI
PERHITUNGAN TARIF
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15
Besaran tarif layanan dalam Peraturan Bupati ini
mencakup :
a. rawat jalan;
b. rawat inap;
c. rawat darurat;
d. pelayanan farmasi; dan
e. kegiatan lainnya.
Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) dengan
mempertimbangkan  kontinuitas dan  pengembangan
layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan

kepatutan dan kompetisi yang sehat.



(3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan hasil perhitungan total biaya operasional
pelayanan yang diberikan rumah sakit dibagi dengan total
hasil kegiatan.

(4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja
pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja
perjalanan, dan biaya investasi yang dana nya bersumber
dari penerimaan negara bukan pajak.

(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meliputi gaji pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN), biaya
pendidikan, biaya pelatihan, biaya perjalanan dinas, biaya
honorer Dewan Pengawas dan biaya asuransi kesehatan

pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN).

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 16
(1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien
untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis,
dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang
rawat inap.
(2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
a. jasa sarana akomodasi;
b. jasa sarana tindakan medis non operatif (TMNO);
c. jasa saranan tindakan medis operatif (TMO) one day
surgery (ODS);
jasa sarana tindakan medis khusus (TMK);
jasa sarana pelayanan medical check-up (MCU);
jasa sarana pelayanan medicolegal;

jasa sarana penunjang medis;
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jasa pelayanan medis;

-

jasa pelayanan penunjang medis; dan
j.- jasa pelayanan asuhan keperawatan.

(3) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana
akomodasi pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) rumah sakit
dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.



(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

Jasa sarana TMNO, TMO One Day Surgery (ODS), MCU dan

Medicolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diperhitungkan dari

total biaya sarana tindakan-tindakan tersebut dibagi

jumlah tindakan terkait di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.

Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana

pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan

penunjang medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.

Jasa pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf h meliputi:

a. jasa pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan,

b. jasa tindakan medis non operatif (TMNO);

c. jasa tindakan medis operatif (TMO) one day surgery
(ODS);

d. jasa medical check-up (MCU); dan

e. jasa medicolegal.

Jasa pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf i ditetapkan setara dengan jasa

pelayanan penunjang medis pada Instalasi Rawat Inap.

Jasa pelayanan asuhan Keperawatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf j ditetapkan pada kelompok

Asuhan Keperawatan Mandiri (Minimal Care).

Besaran tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 17
Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien
untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
dengan menempati tempat tidur.
Pelayanan rawat inap rumah sakit terdiri atas:
rawat biasa;
rawat sehari (One Day Care/ODC);
rawat khusus isolasi;
perawatan di kamar operasi;

perawatan di kamar bersalin; dan
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perawatan di kamar tindakan lainnya.



(3)

(1)

(2)

(3)

Rawat sehari (One Day Care/ODC) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien
untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain yang
menempati tempat tidur lebih dari 8 (delapan) jam sampai
dengan 1 (satu) hari.

Rawat inap rumah sakit dibagi dalam kelas perawatan
sebagai berikut:

kelas I

kelas II;

kelas III;

kelas VIP PAVILIUN;

kelas rawatan khusus isolasi; dan
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kelas rawatan khusus intensive care.

Pasal 18
Tarif pelayanan rawat inap meliputi:
a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan,;
b. jasa sarana akomodasi rawat sehari (One Day
Care/ODC);
jasa sarana akomodasi rawat khusus Isolasi;
jasa sarana akomodasi kamar operasi;
jasa sarana akomodasi kamar bersalin;
jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;

jasa sarana tindakan medis;
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jasa sarana penunjang medis;

[y

jasa pelayanan medis;

j. Jjasa pelayanan penunjang medis; dan

k. jasa pelayanan asuhan Keperawatan.

Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f
meliputi sewa kamar dan paket makanan pasien (diet)
diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana
akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas
perawatan dalam 1 (satu) tahun.

Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g meliputi Tindakan Medis Operatif (TMO),
Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) dan Tindakan
Persalinan diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan-
tindakan tersebut dibagi jumlah tindakan terkait di rawat
inap dalam 1 (satu) tahun.






